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BAB VI  

PENUTUP 

 6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Keberhasilan 

Implementasi Program Penanggulangan Stunting Pada Balita di Desa 

Makamenggit Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur, 

penulis menyimpulkan bahwa penanganan stunting dari aspek komunikasi, 

disposi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik sedangkan dari 

aspek sumber daya belum berjalan dengan baik hal terlihat dari kecilnya 

anggaran dalam penanganan stunting. Adapun rincian kesimpulannya 

sebagai berikut :  

6.1.1 Aspek Komunikasi 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya 

yang dilakukan oleh dinas kesehatan, tenaga kesehatan dan kader posyandu 

dalam mengurangi angka stunting di  Desa Makamenggit Kecamatan 

Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur berupa kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat baik itu kepada ibu hamil dan remaja perempuan tentang 

pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting,  konseling gizi, 

peningkatan layanan kesehatan untuk ibu dan anak, peningkatan akses ibu 

hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan, Pembangunan 

fasilitas air bersih dan sanitasi, Penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk 

ibu hamil, balita dan anak sekolah, dan Pencegahan perkawinan anak. 

Upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan, tenaga kesehatan dan kader 
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posyandu dalam mengurangi angka stunting di  Desa Makamenggit 

Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur berupa  kampanye 

lewat media cetak maupun non cetak, pembuatan dan penyebaran leaflet, 

spanduk, baliho, poster dan mendapatkan buku penanganan stunting . 

6.1.2 Aspek Sumber Daya 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah 

kader posyandu dan tenaga kesehatan yang ada sudah cukup untuk 

menangani permasalahan stuntingi di Desa Makamenggit Kecamatan 

Nggaha Ori Angu hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga kesehatan yang 

sudah cukup memadai ditambah kehadiran 4 kelompok kader posyandu. 

Dukungan anggaran dalam penanganan stunting di Desa Makamenggit 

Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur belum cukup. Hal 

ini disebabkan kecilnya anggaran yang disediakan oleh Dinas Kesehatan 

dan Pemerintah Desa Makamenggit, dimana dana penanganan stunting lebih 

banyak digunakan untuk insentif kader dan petugas kesehatan desa. 

Dukungan fasilitas dalam penanganan stunting di Desa Makamenggit 

Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur sudah cukup baik 

hal ini dapat dilihat dari adanya gedung pustu dan posyandu serta 

pembuatan leaflet, spanduk dan baliho yang memuat penanganan stunting. 

6.1.3 Aspek Disposisi 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Komitmen dan keberpihakan oleh kader posyandu dan tenaga kesehatan 

Dalam Penanggulangan Stunting Pada Balita di Desa Makamenggit 

Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur sudah cukup hal 
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baik hal ini dapat dari adanya layanan konseling, penyuluhan serta 

pemberian asupan gizi kepada masyarakat. Komitmen dari kader posyandu 

dan tenaga kesehatan dalam penanggulangan stunting sudah berjalan dengan 

baik namun kerja nyata mereka tidak sebanding dengan upah yang 

diberikan, dimana upah bagi kader posyandu hanya sebesar Rp 

250.000/bulan sedangkan tenaga kesehatan sebesar Rp 1.500.000/bulan 

6.1.4 Aspek Struktur Birokrasi 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penurunan angka stunting di Desa Makamenggit tidak terlepas dari Dinas 

Kesehatan, Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan yang dalam penanganan 

stunting bekerja sesuai dengan SOP yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2021 

tentang percepatan penurunan stunting dan Keputusan Gubernur NTT 

Nomor 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanganan Stunting 

di provinsi NTT program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. 

Penurunan angka stunting di Desa Makamenggit tidak terlepas dari adanya 

koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, 

BKKBN, DP3A, Puskesmas, petugas kesehatan dan kader posyandu dalam 

pemberian konseling, penyuluhan serta asupan gizi kepada masyarakat. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penelitian ini 

akan memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain: 

a. Bagi pemerintah pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur 

terutama lewat Dinas Kesehatan perlu adanya anggaran yang 
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signifikan dalam mengurangi stunting. Selain itu perlu adanya 

penambahan tenaga kesehatan serta pemberian sosialisasi dan 

penyadaran kepada masyarakat mengenai stunting 

b. Bagi pemerintah desa Makamenggit kedepannya perlu adanya 

penambahan anggaran stunting dimana sebelumnya penanganan 

stunting lebih banyak digunakan untuk insentif kader dan petugas 

kesehatan desa ketimbang pemberian makan tambahan Bumil dan 

Balita 
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